BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat

Pasal 355 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 28 Tahun

2019 perlu diubah;

b. bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang tidak sesuai lagi dengan memperhatikan

prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah  Semesta  Berencana
Kabupaten Buleleng Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

dan Evaluasi Pelaksanaan
(Lembaran

Pengendalian

Rencana Pembangunan Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
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10.

21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4871);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo ©322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi
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Menetapkan

Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 3).

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor
25)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020.

Pasal |
Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3)
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2020

diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
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(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Perubahan RKPD  Semesta Berencana
Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022 dan dokumen
perencanaan lainnya, sebagai Perencanaan
Program yang disusun dengan
mempertimbangkan masukan dan aspirasi
dari pelaksanaan forum perangkat daerah
dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang)  Kabupaten
Buleleng.

Sistematika Perubahan RKPD Semesta
Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersusun dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Perubahan RKPD Semesta Berencana
Kabupaten Buleleng Tahun 2020
secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi landasan penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(KUPA dan PPAS Perubahan) Kabupaten
Buleleng Tahun 2020 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(RAPBD-P) Kabupaten Buleleng Tahun
2020.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten

Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja 26 Aruztis

pada tanggal

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 34 szustus 2020
'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

3 gﬁkMDAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR -3

2020
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